
 
 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER.17/MEN/XI/2011 
TENTANG 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang  : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata 

dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan di 
lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
sangat penting arti dan peranannya dalam upaya 
peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta 
pembangunan di bidang hukum ketenagakerjaan dan 
ketransmigrasian; 

 b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden 
Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi 
dan Informasi Hukum Nasional, perlu menata Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai 
bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum Nasional; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri tentang Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 
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 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 4. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang 
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 135); 

 5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 
 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN 
INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat 

JDIH, adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan 
perundang-undangan dan bahan dokumen hukum lainnya secara tertib, 
terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian 
pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, lengkap, dan akurat. 

2. Pusat JDIH Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang 
selanjutnya disebut Pusat Jaringan, adalah Biro Hukum, Sekretariat 
Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

3. Anggota JDIH Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang 
selanjutnya disebut Anggota Jaringan, adalah unit kerja yang 
melaksanakan kegiatan-kegiatan JDIH. 

4. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 
perawatan, dan pelayanan peraturan perundang-undangan dan bahan 
dokumen hukum lainnya. 

5. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat 
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui 
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
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